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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pembiayaan KUR
Mikro di BSI KCP Dharmahusada Surabaya, untuk mengetahui relevansi antara fatwa DSN
MUI no 04 tahun 2000 terhadap penerapan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan
KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ialah bahwa: 1) prosedur pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP
Dharmahusada dengan tahapan-tahapan seperti: pengajuan, verifikasi data, survei, analisis,
persetujuan komite pembiayaan. 2) analisis implementasi dalam penerapan fatwa DSN MUI
nomor 04 tahun 2000, BSI KCP Dharmahusada belum sepenuhnya mengimplementasikan
dengan baik, seperti ketentuan mengenai, bank seharusnya membeli barang atas namanya
sendiri; jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank, jika bank
menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset pesanan nasabah secara
sah dengan pemasok. Selain dari itu, mengenai ketentuanketentuan yang diatur dalam fatwa
DSN-MUI nomor 04 tahun 2000 menurut penulis sudah diimplementasikan oleh BSI KCP
Dharmahusada Surabaya.

Kata kunci : Akad Murabahah bil Wakalah, Pembiayaan KUR Mikro dan Fatwa DSN-MUI
nomor 04 tahun 2000.
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PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memerlukan layanan keuangan
yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan lahirnya bank syariah, merupakan salah satu
solusi terhadap persoalan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai keuntungan
pengoperasian bisnisnya. Dan juga umat Islam harus meninggalkan cara itu dan menggunakan
cara lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Sebagaimana firman allah dalam surat Al-Bagarah ayat 275
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Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri,
kecuali seperti orang yang berdiri sesmpoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu
terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai
kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa
yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada
Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka
kekal di dalamnya”.(Qs. Al-Bagarah 275)

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa Allah menegaskan dihalalkannya jual
beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan
sebagai pembatahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Riba yang dahulu
telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat maka
tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah Sedangkan
bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari allah
maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

Produk yang sering dipakai dalam pembiayaan perbankan syariah adalah produk
pembiayaan murabahah. Murabahah hakikatnya jual beli, di mana masing-masing yang
terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini
dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad.

Murabahah merupakan akad jual beli suatu produk, dengan harga yang sama, namun
ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad murabahah
banyak digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena potensinya yang besar
dan menjanjikan. Oleh karena itu, hampir semua LKS menawarkan produk ini sebagai
salah satu produk dalam pengembangan modal.

Penerapan pembiayaan akad murabahah bank syariah di Indonesia mempunyai acuan
yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),
selaku bank syariah mengikuti fatwa ini, karena sudah menjadi rujukan bank syariah di
Indonesia yang di dalamnya diisi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang kita ketahui
bahwa setiap bank syariah diharuskan memiliki DPS.

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan akad murabahah fungsi bank sebagai
penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan
nasabah, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara
juga dengan harga beli ditambah keuntungan bank.

Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan pembiayaan syariah melalui
skema akad murabahah, salah satu produknya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah bil wakalah pada
pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada Surabaya, sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI No. 04 Tahun 2000.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.
Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak
BSI KCP Dharmahusada dan nasabah, serta data sekunder berupa dokumen dan literatur
terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
mengenai implementasi akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KUR Mikro
pembiayaan akad Murabahah perspektif fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada
BSI KCP Dharmahusada Surabaya. maka dapat disumpulkan sebagai berikut :
1. pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada Surabaya. Pada Produk
Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Dharmahusada Surabaya dilakukan
melalui beberapa tahapan :

a.

b.

Pengajuan

Calon nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan KUR Mikro
Verifikasi data

Pihak bank akan melakukan verifikasi data dilakukan dengan pihak kelurahan
setempat, untuk mengetahui latar belakang nasabah.

Survel

Pihak bank melakukan survei dengan cara mengunjungi tempat usaha calon
nasabah.

Analisa

Dalam tahap ini BSI menggunakan analisis 5C

Persetujuan komite pembiayaan

Keputusan persetujuan diberikannya pembiayaan atau tidak kepada calon
nasabah

2. Analisis implementasi akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KUR Mikro di
BSI Dharmahusada Surabaya perspektif fatwa DSN MUI No0.04 Tahun 2000.

Adapun analisis implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000,

BSI KCP Dharmahusada belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, dalam pembiayaan akad murabahah yang mereka
lakukan. Seperti implementasi terhadap

a.

Poin Pertama angka empat Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Yang
mana bank seharusnya membeli barang atas namanya sendiri. Namun dalam
praktiknya, pada pengadaan barang objek murabahah diwakilkan kepada
nasabah, nasabah membeli barang tersebut atas namanya sendiri, bukan atas
nama bank.

Poin Pertama angka sembilan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Jika
bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke
tiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip
milik bank, namun dalam praktiknya antara proses akad wakalah, murabahah
dan dropping dana dilakukan dalam satu waktu dan pengadaan barang baru
dilaksanakan setelah proses akad murabahah selesai sehingga akad murabahah
dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.

Untuk ketentuan lainnya, selain Poin Pertama angka empat, sembilan
serta Poin Kedua angka dua Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-



MUI/IV/2000, menurut penulis sudah diimplementasikan oleh BSI KCP
Dharmahusada dalam pembiayaan murabahah yang mereka lakukan, seperti:

1) Akad murabahah yang bebas riba.
2) Objek yang dijual tidak diharamkan oleh syariat islam.
3) Membiayai sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati

kualifikasinya.
4) Bersifat terbuka, jujur, ketika nasabah mengajukan permohonan
pembiayaan kepada bank.

5) Nasabah membeli barang sesuai dengan yang disepakati.

6) Meminta jaminan dalam pembiayaan; objek jaminan merupakan barang
yang dapat dipegang.

7) Penyelesaian utang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga.

8) Nasabah yang memiliki kemampuan namun menunda pembayaran utang
dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah nasional atau
pengadilan agama.

9) Melakukan penundaan pembayaran utang atau restrukturisasi utang jika
nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya.

Meski akad ini kurang sesuai dengan aturan yang tertera dalam fatwa
DSN MUI Nomor 04 tahun 2000, kita perlu mengapresiasi usaha bank syariah
untuk menjauhkan kita dari bahaya maysir, gharar, dan riba karena sudah ada
niat dan upaya untuk menjauhkan kegiatan muamalah kita dari bahaya tersebut.

PENUTUP
Prosedur pembiayaan kur mikro di bsi kep dharmahusada

Prosedur pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Dharmahusada meliputi beberapa tahapan, yaitu
pengajuan, verifikasi data, survei, analisis, dan persetujuan dari komite pembiayaan. Setelah
disetujui, nasabah diberi kuasa untuk membeli barang atas nama sendiri dengan akad wakalah.

Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000

Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 mengatur bahwa dalam akad murabahah, bank harus
terlebih dahulu memiliki barang sebelum dijual kembali kepada nasabah. Namun, dalam
praktik di BSI KCP Dharmahusada, pembelian barang sering diwakilkan kepada nasabah
melalui akad wakalah. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan fatwa yang mengharuskan
bank sebagai pemilik barang terlebih dahulu. Meski akad ini kurang sesuai dengan aturan yang
tertera dalam fatwa DSN MUI Nomor 04 tahun 2000, kita perlu mengapresiasi usaha bank
syariah untuk menjauhkan kita dari bahaya maysir, gharar, dan riba karena sudah ada niat dan
upaya untuk menjauhkan kegiatan muamalah kita dari bahaya tersebut.
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